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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui  bagaimana jenis-jenis tindak 
pidana di bidang adminsitrasi kependudukan 
dan bagaimana pemberlakuan ketentuan-
ketentuan pidana di bidang administrasi 
kependudukan menurut Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak 
pidana di bidang adminsitrasi kependudukan 
yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila 
dilakukan oleh setiap orang/penduduk, badan 
hukum, pejabat dan petugas pada 
penyelenggara dan instansi pelaksana, meliputi 
tindakan: dengan sengaja melakukan 
pemalsuan surat dan/atau dokumen atau 
mengubah, menambah, atau mengurangi isi 
elemen data pada dokumen kependudukan dan 
mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau 
anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga 
(KK) atau untuk memiliki KTP (Kartu Tanda 
Penduduk) lebih dari satu. Tanpa hak 
mengakses database kependudukan atau 
menyebarluaskan Data Kependudukan dan 
mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan blangko Dokumen 
Kependudukan termasuk Pejabat dan petugas 
pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi 
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang 
memerintahkan dan/atau memfasilitasi 
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada 
Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan 
Dokumen Kependudukan. 2. Pemberlakuan 
ketentuan-ketentuan pidana di bidang 
administrasi kependudukan sesuai Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
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Kependudukan, yaitu pidana penjara dan 
pidana denda, sesuai dengan jenis-jenis tindak 
pidana yang terbukti di pengadilan dilakukan 
oleh pelakunya dan dalam hal pejabat atau 
petugas pada penyelenggara dan instansi 
pelaksana melakukan tindak pidana, maka 
pejabat yang bersangkutan dipidana dengan 
pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga) 
atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan. 
Kata kunci: Pemberlakuan, Ketentuan-




A. Latar Belakang 
Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap 
pelaku tindak pidana di bidang administrasi 
kependudukan merupakan bagian dari 
penegakan hukum, khususnya hukum pidana 
untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan dari kemungkinan terjadinya 
tindak pidana sebagaimana diatur dalam 
ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-
undang ini. 
Ancaman sanksi pidana diberlakukan untuk 
mencegah terjadinya perbuatan pidana di 
bidang adminsitrasi kependudukan dan sebagai 
bentuk penghukuman apabila terjadi 
pelanggaran atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan yang berguna untuk 
memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi 
pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan 
pidana yang sama. 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan 
dimaksudkan untuk:  
1. Terselenggaranya Administrasi 
Kependudukan dalam skala nasional yang 
terpadu dan tertib;  
2. Terselenggaranya Administrasi 
Kependudukan yang bersifat universal, 
permanen, wajib, dan berkelanjutan;  
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3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang 
Administrasi Kependudukan dengan 
pelayanan yang profesional; dan  
4. Tersedianya data dan informasi secara 
nasional mengenai Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil pada berbagai 
tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, 
dan mudah diakses sehingga menjadi acuan 
bagi perumusan kebijakan dan 
pembangunan pada umumnya. 
Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan 
kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan 
Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, 
Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen 
Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam 
Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, 
dan perlindungan terhadap Data Pribadi 
Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan 
Undang-Undang ini dari kemungkinan 
pelanggaran, baik administratif maupun 
ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur 
juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan 
serta pengaturan mengenai Sanksi 
Administratif dan Ketentuan Pidana.3 
Pelanggaran atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, seperti pemalsuan data dapat 
menyebabkan dokumen kependudukan tidak 
dapat dijadikan bukti yang sah untuk 
melakukan pengadministrasian dan pencatatan 
sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 
berlaku. Oleh karena itu pemberlakuan sanksi 
pidana merupakan upaya untuk menjaga agar 
dokumen kependudukan didasarkan pada data-
data yang akurat, jelas dan lengkap sehingga 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 
Hukum pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi 
yang bersangkutan. Kejahatan adalah 
perbuatan pidana yang berat. Ancaman 
hukumannya dapat berupa hukuman denda, 
hukuman penjara, hukuman mati dan 
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Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan I. Umum. 
kadangkala masih ditambah dengan hukuman 
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan 
hak-hak tertentu serta pengumuman 
keputusan hakim.4 
Apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan 
yang dapat dikenakan sanksi pidana di bidang 
administrasi kependudukan, maka terhadap 
pelaku tindak pidana perlu dilakukan proses 
peradilan pidana, melalui tahap penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
muka pengadilan. Pemeriksaan di muka 
pengadilan dilakukan untuk mengungkapkan 
kebenaran telah terjadinya tindak pidana. 
Pembuktian telah terjadinya tindak pidana 
di bidang administrasi kependudukan 
didasarkan pada alat bukti yang ada dan 
berdasarkan keyakinan hakim. Apabila dapat 
dibuktikan telah terjadi tindak pidana, maka 
sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana 
yang telah terbukti di persidangan terdakwa 
dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan 
perbuatan pidana yang dilakukan melalui 
putusan pengadilan.  
 
B. RUMUSAN MASALAH  
1. Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana di 
bidang adminsitrasi kependudukan ? 
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan-
ketentuan pidana di bidang administrasi 
kependudukan menurut Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 
 
C.  METODE PENELITIAN 
Karya ilmiah dalam bentuk penulisan Skripsi 
perlu disusun secara sistematis dengan 
menggunakan metode penelitian hukum agar 
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Penelitian hukum normatif digunakan 
dalam menyusun Skripsi  ini. Untuk 
mengumpulkan bahan-bahan hukum 
penunjang, penulis melakukan studi 
kepustakaan (Library Research).  
 
PEMBAHASAN 
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang 
Adminsitrasi Kependudukan 
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, mengatur mengenai Jenis-jenis 
tindak pidana di bidang adminsitrasi 
kependudukan dalam Pasal 93 sampai dengan 
Pasal 99. 
Jenis-jenis tindak pidana administrasi dan 
kependudukan yang dilakukan dengan sengaja 
atau tanpa hak terdiri dari: 
1. Dengan sengaja melakukan pemalsuan surat 
dan/atau dokumen; 
2. Memerintahkan dan/atau memfasilitasi 
dan/atau melakukan manipulasi Data 
Kependudukan dan/atau elemen data 
Penduduk; 
3. Setiap orang yang tanpa hak mengakses 
database kependudukan; 
4.  Setiap orang yang tanpa hak 
menyebarluaskan Data Kependudukan;  
5. Setiap pejabat dan petugas pada 
desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi 
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang 
memerintahkan dan/atau memfasilitasi 
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada 
Penduduk dalam pengurusan dan 
penerbitan Dokumen Kependudukan ; 
6. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa 
hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan blangko Dokumen 
Kependudukan;  
7. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa 
hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 
mendistribusikan Dokumen Kependudukan;  
8. Setiap Penduduk yang dengan sengaja 
mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga 
atau anggota keluarga lebih dari satu KK 
atau untuk memiliki KTP lebih dari satu;  
Pejabat dan petugas pada Penyelenggara 
dan Instansi Pelaksana melakukan tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 
dengan sengaja memalsukan surat dan/atau 
dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam 
melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting dan memerintahkan dan/atau 
memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi 
Data Kependudukan dan/atau elemen data 
Penduduk, sebagaimana dimaksud Pasal 94 dan 
Pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan 
Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana 
dipidana dengan pidana yang sama ditambah 
1/3 (satu pertiga).  
Apabila pejabat yang tanpa hak mengakses 
database kependudukan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 95, pejabat yang dan setiap 
pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, 
kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi 
Pelaksana yang memerintahkan dan/atau 
memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan 
biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan 
penerbitan Dokumen Kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 95B, maka 
dalam hal pejabat dan petugas pada 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana 
membantu melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat 
yang bersangkutan dipidana sesuai dengan 
ketentuan undang-undang.  
 
B. Ketentuan-Ketentuan Pidana Di Bidang 
Administrasi Kependudukan  
Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana 
di bidang administrasi kependudukan sebagai 
bentuk upaya hukum untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana dan sebagai upaya 
penegakan hukum pidana apabila tindak pidana 
administrasi kependudukan telah terjadi baik 
yang dilakukan oleh orang-perorangan atu 
penduduk, badan hukum maupun pejabat dan 
petugas pada penyelenggara dan instansi 
pelaksana administrasi kependudukan.  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, Bab XII mengatur mengenai 
Ketentuan Pidana.  
Pasal 93 Setiap Penduduk yang dengan 
sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen 
kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan 
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 
Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan 
dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan 
manipulasi Data Kependudukan dan/atau 
elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 77 yang menyatakan: “Setiap orang 
dilarang memerintahkan dan/atau 
memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi 
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Data Kependudukan dan/atau elemen data 
Penduduk”, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 
Pasal 95 Setiap orang yang tanpa hak 
mengakses database kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) 
dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 
sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, I.Umum, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
pada hakekatnya berkewajiban memberikan 
perlindungan dan pengakuan atas status 
hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun 
Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan yang merupakan 
penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan 
tertib Administrasi Kependudukan dengan 
terbangunnya database kependudukan secara 
nasional serta keabsahan dan kebenaran atas 
dokumen kependudukan yang diterbitkan.5 
Pasal 95A Setiap orang yang tanpa hak 
menyebarluaskan Data Kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) 
dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua 
puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 
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 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, I.Umum. 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, I.Umum, 
Administrasi Kependudukan sebagai suatu 
sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat 
memberikan pemenuhan atas hak-hak 
administratif penduduk dalam pelayanan publik 
serta memberikan perlindungan yang 
berkenaan dengan penerbitan Dokumen 
Kependudukan tanpa ada perlakuan yang 
diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah 
dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang 
saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari 
upaya untuk mempercepat serta mendukung 
akurasi terbangunnya database kependudukan 
di kabupaten/kota, provinsi maupun database 
kependudukan secara nasional. Dengan 
penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak 
dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih 
dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, 
mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat 
kode keamanan dan rekaman elektronik data 
penduduk yang antara lain berupa iris mata 
maupun sidik jari Penduduk.6 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan, I.Umum, 
Dengan penerapan KTP-el maka masa 
pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 
64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi 
seumur hidup, sepanjang tidak adanya 
perubahan atas elemen data Penduduk dan 
berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu 
dilakukan agar diperoleh kemudahan dan 
kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai 
sektor baik oleh pemerintah maupun swasta 
serta diperolehnya penghematan keuangan 
negara setiap 5 (lima) tahunnya.  
Sejalan dengan terbangunnya database 
kependudukan maka perlu pula diperjelas 
perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan 
Data Kependudukan baik bagi petugas pada 
Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan 
Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan 
penerapan sanksi administratif bagi Penduduk 
maka agar lebih mencerminkan tidak adanya 
diskriminatif sesama Penduduk maka perlu 
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 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, I.Umum. 
Lex Privatum Vol. V/No. 10/Des/2017 
 
111 
penyesuaian akan besarnya denda administratif 
baik penduduk warga negara Indonesia 
maupun bagi penduduk orang asing, sehingga 
selain untuk mendorong tertib Administrasi 
Kependudukan serta menghilangkan 
diskriminatif dalam pelayanan penerbitan 
dokumen kependudukan, namun agar lebih 
mendorong iklim investasi ke Indonesia.7 
Pasal 95B Setiap pejabat dan petugas pada 
desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi 
Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang 
memerintahkan dan/atau memfasilitasi 
dan/atau melakukan pungutan biaya kepada 
Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan 
Dokumen Kependudukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 
(tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 
Pasal 96 Setiap orang atau badan hukum 
yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, 
dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen 
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf (f) dan huruf (g) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah), sebagaimana diatur 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 
Pasal 96A Setiap orang atau badan hukum 
yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, 
dan/atau mendistribusikan Dokumen 
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 
Pasal 97 Setiap Penduduk yang dengan 
sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala 
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 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, I.Umum. 
keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu 
KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 
(1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 
Pasal 98 ayat: 
(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana 
melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, 
pejabat yang bersangkutan dipidana 
dengan pidana yang sama ditambah 1/3 
(satu pertiga).  
(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana 
membantu melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, 
pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai 
dengan ketentuan undang-undang.  
(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan). 
Pasal 99 Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, 
Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana 
Administrasi Kependudukan, sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 
yang berlaku mengenai ketentuan-ketentuan 
pidana di bidang administrasi dan 
kependudukan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, ternyata tidak hanya 
diberlakukan bagi setiap orang atau 
pendudukan dan badan hukum, tetapi juga 
terhadap pejabat dan petugas pada 
penyelenggara dan instansi pelaksana 
administrasi dan kependudukan. 
Jenis-jenis tindak pidana di bidang 
adminsitrasi kependudukan dan pemberlakuan 
ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan diharapkan mampu mencegah 
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terjadinya tindak pidana dan bagi pihak-pihak 
seperti orang-perorangan/penduduk, badan 
hukum dan pejabat atau petugas pada 
penyelenggara dan instansi pelaksana 
administrasi dan kependudukan sebagai 
aparatur sipil negara yang terbukti melakukan 
tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum 
yang berlaku, maka perlu dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana administrasi 
kependudukan akan menimbulkan efek jera 
bagi pelakunya dan bagi pihak-pihak lain 
merupakan pembelajaran dan peringatan untuk 
tidak melakukan perbuatan sama yang 




1. Jenis-jenis tindak pidana di bidang 
adminsitrasi kependudukan yang dapat 
dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan 
oleh setiap orang/penduduk, badan hukum, 
pejabat dan petugas pada penyelenggara 
dan instansi pelaksana, meliputi tindakan: 
dengan sengaja melakukan pemalsuan 
surat dan/atau dokumen atau mengubah, 
menambah, atau mengurangi isi elemen 
data pada dokumen kependudukan dan 
mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga 
atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu 
Keluarga (KK) atau untuk memiliki KTP 
(Kartu Tanda Penduduk) lebih dari satu. 
Tanpa hak mengakses database 
kependudukan atau menyebarluaskan Data 
Kependudukan dan mencetak, 
menerbitkan, dan/atau mendistribusikan 
blangko Dokumen Kependudukan termasuk 
Pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, 
kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan 
Instansi Pelaksana yang memerintahkan 
dan/atau memfasilitasi dan/atau 
melakukan pungutan biaya kepada 
Penduduk dalam pengurusan dan 
penerbitan Dokumen Kependudukan. 
2. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana 
di bidang administrasi kependudukan 
sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan, yaitu pidana 
penjara dan pidana denda, sesuai dengan 
jenis-jenis tindak pidana yang terbukti di 
pengadilan dilakukan oleh pelakunya dan 
dalam hal pejabat atau petugas pada 
penyelenggara dan instansi pelaksana 
melakukan tindak pidana, maka pejabat 
yang bersangkutan dipidana dengan pidana 
yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga) atau 




1. Untuk mencegah terjadinya jenis-jenis 
tindak pidana di bidang adminsitrasi 
kependudukan, maka diperlukan koordinasi 
untuk melakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan administrasi 
kependudukan oleh pemerintah, 
pemerintah provinsi dan kebupaten kota 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana 
di bidang administrasi kependudukan perlu 
diterapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi 
setiap orang/penduduk, badan hukum 
maupun pejabat dan petugas pada 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang 
melakukan tindak pidana untuk 
menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan 
bagi pihak-pihak lain tidak melakukan 
kembali perbuatan yang sama dan 
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